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ABSTRAK

KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI BAGI NELAYAN
DI KELURAHAN KANGKUNG, KECAMATAN BUMI WARAS,
KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG

Di beberapa wilayah di Indonesia, pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM)
bagi nelayan belum dapat berjalan secara efektif karena mengalami beberapa
permasalahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kelembagaan, peran
stakeholders, dan strategi pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan di Kelurahan
Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data
menggunakan wawancara mendalam (in—depth interview), pengamatan terlibat
(participatory observation), Focus Grup Discussion (FGD) dan studi
dokumentasi. Pengambilan sampel wawancara mendalam menggunakan teknik
purposive sampling terhadap 12 orang informan kunci. Hasil penelitian diperoleh
bahwa BBM subsidi jenis solar dapat diakses pembeliannya lebih mudah
dibandingkan dengan BBM Pertalite tersedia pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar
untuk Nelayan (SPBN) yang dikelola PT Pertamina dan PT (Aneka Kimia Raya
(AKR). Namun akses pembelian solar pun masih terdapat kendala persyaratan
administrasi berupa dokumen kapal. Stakeholder utama dalam pendistribusian
BBM subsidi bagi nelayan adalah nelayan, SPBN Pertamina, SPBN AKR, dan PT
Pertamina Patra Niaga, sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya, Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung, Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas | Panjang (KSOP), dan Badan Pengatur Hilir (BPH)
Migas adalah pendukung implementasi kebijakan. Stakeholders kunci adalah BPH
Migas, PT Pertamina Patra Niaga, SPBN PT Pertamina dan SPBN PT AKR, yang
sangat berperan terhadap keberhasilan pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan.
Analisis SWOT menunjukkan bahwa peta strategi terletak pada kuadran | yaitu
mendukung strategi agresif. Strategi yang dapat dilakukan pada pendistribusian
BBM subsidi bagi nelayan adalah menggunakan kekuatan (strengths) untuk
meraih peluang (opportunity). DKP Kota Bandar Lampung sudah sangat perlu
membangun kemitraan untuk membuka akses pelayanan bagi nelayan melalui
Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

Kata kunci : BBM subsidi, kebijakan, nelayan, stakeholder, SPBN



ABSTRACT

INSTITUTIONS AND STRATEGIES FOR DISTRIBUTION
OF SUBSIDIZED FUEL OIL FOR FISHERMEN
IN KANGKUNG VILLAGE, BUMI WARAS DISTRICT,
BANDAR LAMPUNG CITY

By
ROSTUTI LUSIWATI SITANGGANG

In several regions in Indonesia, the distribution of fuel oil for fishermen has not
been able to run effectively because it has experienced several problems. The
purpose of this study is to analyze the institutions, roles of stakeholders, and
strategies for distributing fuel subsidies for fishermen in Kangkung Village, Bumi
Waras District, Bandar Lampung City. Data collection used in-depth interviews,
participant observation, Focus Group Discussions, and documentation studies.
Sampling of in-depth interviews used purposive sampling techniques for 12 key
informants. The results of the study showed that the diesel fuel type of subsidized
fuel can be accessed more easily compared to pertalite fuel available at special
fuel station for fishermen (SPBN) managed by PT Pertamina and PT AKR.
However, access to purchasing diesel fuel still has administrative requirements in
the form of ship documents. The main stakeholders in the distribution of fuel
subsidies for fishermen are fishermen, SPBN Pertamina, SPBN AKR, and PT
Pertamina Patra Niaga, while Mina Jaya Cooperative (KUD), Department of
Marine Affairs and Fisheries of Bandar Lampung City (DKP Kota Bandar
Lampung), Harbormaster's Office and Class | Port Authority (KSOP), and
Downstream Regulatory Agency Committee Oil and Fuel (BPH) are supporters of
policy implementation. The key stakeholders are BPH, PT Pertamina Patra Niaga,
SPBN PT Pertamina and SPBN PT. AKR. SWOT analysis shows that the strategy
map is in quadrant I, which supports an aggressive strategy. DKP Bandar
Lampung City really needs to build partnerships to open access to services for
fishermen through fuel stations.

Key words : subsidized fuel, policy, fishermen, stakeholders, fuel station
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Usaha penangkapan ikan terutama yang dilakukan oleh nelayan kecil menghadapi
banyak tantangan yang signifikan. Selain dari ketertinggalan penguasaan
teknologi, sarana usaha juga menjadi keterbatasan berkembangnya usaha nelayan,
termasuk ketersediaan bahan bakar minyak. Bagi nelayan, Bahan Bakar Minyak
(BBM) merupakan komponen utama yang sangat menentukan dapat berjalan atau
tidaknya usaha penangkapan ikan. Di Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu,
komponen biaya BBM mencapai 70% dari total biaya operasional (Yuliarti et al.,
2023), sedangkan di Soropia Kabupaten Konawe besarnya biaya pembelian BBM
70% - 80% dari keseluruhan biaya operasional nelayan dengan jenis mesin yang
bervariasi sebagai pendorong dan penarik jaring (Prianto, 2021). Fadhillah dan
Thahir (2022) memperkuat hal ini dengan mengatakan jumlah biaya dari bahan
bakar yang diperlukan, ditentukan oleh kapasitas kapal dan mesin kapal, jarak
yang ditempuh ke daerah tangkapan, serta lamanya waktu melaut serta jenis alat
tangkap yang digunakan, sehingga jumlah kebutuhan BBM setiap nelayan
berbeda-beda.

Fenomena sulit terpenuhinya kebutuhan BBM bagi kapal perikanan terjadi di
beberapa wilayah di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena BBM
subsidi yang disediakan bagi nelayan tidak mudah untuk diperoleh atau diakses.
Priyanto (2021) dalam risetnya melaporkan hak nelayan dalam bentuk subsidi
BBM belum dapat dinikmati oleh nelayan di Soropia, Konawe, Sulawesi
Tenggara. Dengan adanya BBM subsidi mestinya akan sangat membantu

meringankan beban biaya operasional dalam aktivitas melaut dan dipastikan



meningkatkan pendapatan nelayan. Sebagai contoh, di Kota Medan bahwa dengan
mengakses solar subsidi nelayan dapat menghemat biaya operasional sebanyak
27%. Dengan perkataan lain bahwa dengan adanya BBM subsidi, pendapatan
nelayan dapat meningkat sebesar 27% jika dibandingkan nelayan yang
menggunakan BBM non subsidi (Wulandari et al., 2023). Selain adanya kesulitan
memperoleh BBM, Veronica (2023) melaporkan hasil penelitiannya, bahwa
pendapatan nelayan di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang Kecamatan
Kotaagung Kabupaten Tanggamus menurun dengan adanya peningkatan harga
BBM subsidi bagi usaha nelayan. Dengan demikian, membuktikan BBM sangat
berkorelasi dengan pendapatan nelayan.

Keterbatasan nelayan dalam mengakses BBM subsidi di beberapa lokasi di
Indonesia disebabkan oleh adanya jumlah kuota BBM subsidi yang tidak
mencukupi, lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang
jauh dari sentra nelayan, dan mekanisme penyaluran yang sulit untuk dipenuhi
oleh nelayan (Prianto, 2021). Kesulitan dalam membeli BBM Subsidi karena
lokasi SPBN yang tidak strategis ini dialami oleh nelayan Kecamatan Soropia,
Kab. Konawe. Nelayan Soropia umumnya mendaratkan hasil penangkapannya di
pelabuhan, namun di sekitar pelabuhan tidak terdapat SPBN. SPBN terdapat di
Kecamatan Unaaha yang secara geografis letaknya jauh dari Soropia. Kesulitan
akses pembelian BBM subsidi dialami juga oleh nelayan Kota Medan, terutama
yang memiliki kapal < 5 GT dikarenakan tidak memiliki dokumen kapal dan
perijinan sesuai persyaratan (Wulandari, 2023). Selain kasus tersebut, hasil survel
di Tambak Lorok Kota Semarang tidak adanya pengajuan penambahan kuota
BBM subsidi untuk nelayan menyebabkan hanya sebagian saja yang dapat

terpenuhi kebutuhan BBM untuk operasionalnya (Hasly dan Setiawan, 2022).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 8
ayat 2 tercantum bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran
pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan
menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2016 Tentang



Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak
Garam pada pasal 24 tercantum bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai
kewenangannya dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber
energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan secara tepat guna, tepat waktu,
tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Adanya BBM subsidi merupakan
salah satu upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap usaha nelayan.

Adapun yang dimaksud BBM subsidi adalah BBM yang pembeliannya disubsidi
pemerintah dari dana APBN dengan jumlah kuota yang terbatas dan hanya
diberikan kepada konsumen tertentu. Konsumen sektor perikanan yang berhak
untuk mendapatkan BBM Subsidi tercantum di dalam Peraturan Presiden No 117
Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No 191 Tahun
2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual eceran Bahan Bakar
Minyak. Khusus untuk konsumen usaha perikanan, yang berhak mengakses BBM
Subsidi Jenis Bahan bakar Tertentu (JBT) tersebut mencakup pembudidaya ikan
dan nelayan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Rl No. 06 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
ESDM No. 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu untuk
Konsumen Pengguna Tertentu, bahwa, BBM JBT diperuntukkan bagi kapal
nelayan pemakaian maksimal 25 KL/bulan, data terverifikasi pada kementerian
Kelautan dan Perikanan maupun SKPD provinsi atau kabupaten dan kota yang

membidangi.

Adanya peraturan dan ketentuan yang diberlakukan untuk pemanfaatan BBM
subsidi menunjukkan bahwa kelembagaan memainkan peran penting dalam tata
kelola pendistribusian BBM subsidi secara tepat. Pemerintah menyusun kebijakan
untuk menjadi pedoman aturan main dalam mengatur pendistribusian BBM
subsidi, berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, bahkan
ketentuan teknis pelaksanaan di lapangan. Tujuannya adalah supaya BBM subsidi
ini sampai kepada konsumen pengguna yang berhak dengan terkendali. Risi
(2019) mengemukakan peran pemerintah sangat besar di dalam kelembagaan.

Kapasitas pemerintah untuk bertindak didasarkan pada tiga “pilar” pelembagaan



yang diidentifikasi oleh (Scott, 1995): regulatif, normatif, dan kognitif. Dari sudut
pandang pilar regulatif, pemerintah mempunyai kapasitas untuk menentukan
aturan main dengan membuat undang-undang dan peraturan lainnya. Hal ini
selaras dengan yang disampaikan Ostrom (2011) bahwa semua aturan ditujukan
untuk mencapai ketertiban dan prediktabilitas dengan memposisikan untuk
mengambil tindakan sehubungan dengan yang diperlukan, diizinkan, atau

dilarang.

Implementasi kelembagaan dalam pendistribusian BBM subsidi tak terlepas dari
keterlibatan stakeholder atau para pemangku kepentingan yang memiliki peran
dan tugas masing-masing. Perspektif pemangku kebijakan dapat dilihat dari
kepentingan serta pengaruh untuk mengontrol, mengendalikan, mengubah, atau
menghambat sebuah keputusan (Fletcher dalam Maani et. al (2021).
Pendistribusian BBM subsidi merupakan proses panjang yang tentu saja tidak
dapat ditangani oleh sebuah instansi atau kementerian, atau lembaga tertentu saja.
Pemerintah memiliki kapasitas untuk dapat mengendalikan seluruh sistem
pendistribusian BBM subsidi melalui kebijakan-kebijakan, karena untuk sampai
kepada konsumen pengguna harus melalui prosedur dan berbagai tahapan. Di sini
diperlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah, lembaga terkait lainnya, juga masyarakat nelayan. Hal yang
juga sangat penting untuk memastikan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan
oleh pihak yang tidak bertanggungjawab adalah fungsi pengawasan. Pengawasan
dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus hukum penyimpangan BBM

subsidi yang menguntungkan pihak tertentu.

Untuk menjamin kelancaran semua proses penyaluran BBM subsidi untuk sampai
kepada masyarakat yang berhak diperlukan strategi-strategi. Permasalahan BBM
subsidi yang masih sulit diakses oleh nelayan mungkin disebabkan oleh aturan
main yang kurang tepat atau sulit dipenuhi. Namun di sisi lain, pemerintah harus
dapat mengantisipasi kerugian dalam proses distribusi, sistem pengangkutan, dan
penyediaan pasokan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Agar BBM subsidi

dapat terdistribusi merata kepada nelayan yang berhak, pemerintah harus dapat



mengembangkan strategi yang efektif dan dapat diimplementasikan oleh semua
stakeholder, sehingga amanat undang-undang perlindungan nelayan dapat
terealisasikan. Kaya dan Sajriawati (2023) menjelaskan bahwa salah satu opsi
yang dapat diterapkan ketika merumuskan kebijakan adalah dengan memasukkan
sudut pandang para nelayan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan agar kebijakan
yang diambil dapat mendukung usaha kegiatan atau aktivitas nelayan.

Salah satu wilayah yang menyediakan sarana pendistribusian BBM Subsidi bagi
nelayan yaitu Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki 2 (dua)
unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang keduanya
berlokasi di Lempasing, Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Teluk Betung Timur.
Adapun Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras merupakan wilayah salah
satu kelurahan yang terletak di pesisir. Nelayan Kelurahan Kangkung yang
terdaftar pada laman satudata.kkp.go.id pada tahun 2023 berjumlah 709 orang,
yang terdiri dari nelayan pemiliki dan nelayan buruh (ABK). Jumlah penduduk
Kota Bandar Lampung yang berpofesi sebagai nelayan terkonsentrasi di
Kelurahan Kangkung, khususnya di Gudang Lelang. Selain itu, di Kelurahan
Kangkung terdapat pula aktivitas pelelangan ikan atau Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Gudang Lelang yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan KUD Mina
Jaya. Kapal-kapal nelayan banyak berlabuh di Tempat Pelelangan lkan (TPI)
Gudang Lelang baik yang mengikuti proses lelang ataupun tidak. Nelayan-
nelayan ini sebagian besar melakukan pengisian BBM di SPBN Lempasing.
Permasalahan nelayan yang pernah ditemukan terkait BBM subsidi terkhususnya
di Kota Bandar Lampung yaitu kelangkaan bahan bakar solar dan keterbatasan
akses bahan bakar solar dan pertalite karena adanya kesulitan dalam memenubhi
persyaratan administrasi. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan usaha nelayan,
sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam untuk menemukan solusi terbaik
bagi keberlanjutan usaha nelayan. Fadhillah dan Thahir (2022) mengemukakan
kendala nelayan yang tidak memiliki dokumen kapal menyebabkan kebutuhan
jumlah BBM tidak dapat ditentukan. Beberapa persyaratan administrasi
diperlukan dalam pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi

nelayan.



Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka peneliti ingin mengkaji hal-hal
yang berkenaan dengan pendistribusian BBM Subsidi di Kelurahan Kangkung,
Kota Bandar Lampung yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah kelembagaan dalam pendistribusian BBM Subsidi untuk
nelayan Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung?

b. Bagaimanakah peran pemangku kepentingan dalam penyediaan dan
pendistribusian BBM Subsidi nelayan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan
Bumi Waras, Kota Bandar Lampung?

c. Bagaimanakah strategi agar BBM Subsidi bagi nelayan di Kelurahan
Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dapat

didistribusikan secara tepat?

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan

pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan, seperti diuraikan sebagai berikut :

a. Menganalisis kelembagaan dalam pendistribusian BBM Subsidi bagi nelayan
di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

b. Menganalisis peran pemangku kepentingan dalam penyediaan dan
pendistribusian BBM Subsidi untuk nelayan di Kelurahan Kangkung,
Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

c. Merumuskan strategi pendistribusian BBM Subsidi bagi nelayan di Kelurahan
Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung agar dapat

dilakukan secara tepat.

1.3. Kerangka Pemikiran

Salah satu kendala usaha nelayan adalah sulitnya mengakses BBM subsidi yang
disediakan pemerintah untuk mendukung usahanya. Hal ini menjadi kendala,
mengingat BBM merupakan komponen utama yang mendominasi biaya

operasional nelayan sebesar 60% — 80% dari total biaya.
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Dalam hal ini, peran kelembagaan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah sangat
menentukan ketepatan distribusi BBM subsidi dan kemudahan akses bagi nelayan.
Demikian pula Kketerlibatan dari stakeholder atau pemangku kepentingan,
memberikan dampak yang besar terhadap berjalan atau tidaknya sistem
pendistribusian BBM subsidi. Sebab itu, untuk mengatasi kendala masih tidak
meratanya akses BBM subsidi kepada nelayan, diperlukan strategi yang efektif
dan efisien, serta dapat mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan dalam

pendistribusian.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perikanan Tangkap Skala Kecil

Glosarium Perikanan FAO mendefinisikan perikanan skala kecil sebagai usaha
perikanan tradisional yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan (bukan
perusahaan tradisional) menggunakan modal yang relatif kecil, menggunakan
armada berkapasitas rendah, trip penangkapan yang singkat, umumnya tidak
terlalu jauh dari pantai, dan hasil tangkapan untuk konsumsi lokal (Grati et al.,
2022). Selanjutnya Mubyanto dalam Husni dan Nursan (2023) menjabarkan
karakteristik usaha nelayan, yaitu (1) Pendapatan bersifat harian yang besarnya
bergantung kepada musim dan status nelayan. (2) Tingkat pendidikan keluarga
nelayan umumnya rendah. (3) Produk yang dihasilkan cenderung berhubungan
dengan ekonomi tukar-menukar, sifat produk cepat mengalami kerusakan
sehingga nelayan sangat bergantung kepada pedagang. (4) Resiko usaha tergolong
tinggi dengan nilai investasi yang besar. Sistem bagi hasil ABK dengan pemilik

kapal lebih menguntungkan pemilik kapal.

Falah dan Aptasari (2023) menjelaskan karena tingkat pendidikannya yang
rendah, nelayan dinilai tidak pintar, tidak mempunyai kemampuan bekerja dengan
efisien dan tidak mampu merencanakan masa depannya. Kondisi ini tidak
berubah banyak dari tahun ke tahun. Data Direktorat Sekolah dasar Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menunjukkan 80% nelayan kecil
hanya berpendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tentu sangat berpengaruh terhadap

kemampuan pengelolaan usaha perikanan.



Darma et al. (2020) memberikan informasi dalam data tahun 2015 — 2019,
sebanyak 83% nelayan di Indonesia berada dalam kemiskinan dengan metode
penangkapan ikan masih tradisional. Armada penangkapan sebanyak 64% tidak
bermotor, 21% menggunakan motor tempel, dan kapal motor hanya 15%. Jumlah
hasil penangkapan ikan yang sedikit hanya dapat digunakan untuk kebutuhan
sehari-hari. Penerimaan usaha perikanan tangkap di Indonesia paling besar
didapatkan oleh nelayan skala besar dengan ukuran kapal 100 — 200 GT vyaitu
sebanyak 3,5 milyar pertahun dengan laba yang diterima mencapai 2,058 milyar
per tahun. Sedangkan penerimaan paling kecil diterima oleh nelayan skala kecil
yaitu sebesar 97 juta per tahun dengan perhitungan R/C 1,31 — 1,42. Fakta ini
mengungkapkan ketimpangan yang sangat jauh antara nelayan skala kecil dan

besar.

Perikanan skala kecil sebagian besar beroperasi di wilayah pesisir, dan nelayan
mungkin harus bersaing untuk mendapatkan ruang dan sumberdaya dengan
pelaku usaha lainnya seperti pembudidaya ikan, industri produksi energi lepas
pantai, transportasi laut, dan sektor wisata. Ini merupakan sebuah situasi yang
dapat mengarah pada 'perampasan laut' sehingga nelayan skala kecil berisiko
kehilangan hak mereka untuk mengakses atau menggunakan ruang atau
sumber daya laut. Perencanaan Tata Ruang Laut (MSP), adalah sebuah
pendekatan yang terkoordinasi, terintegrasi dan lintas batas untuk
pemanfaatan ruang maritim. Perencanaan Tata Ruang Laut ini diharapkan

dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya konflik (Grati et al., 2022).

Kriteria nelayan kecil menurut hukum dijelaskan oleh Pramoda dan Apriliani
(2019) yang melakukan kajian terhadap UU No. 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 7 Tahun 2016
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan, dan
Petambak Garam, menemukan perbedaan dalam mendefinisikan nelayan kecil.
Pada UU No. 45 Tahun tercantum nelayan kecil sebagai orang yang melakukan
penangkapan untuk ikan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang

menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
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Sedangkan dalam UU No 7 tahun 2016 tercantum nelayan kecil orang yang
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik
yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal
penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT). Berdasarkan
kajian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa besaran ukuran
kapasitas kapal nelayan kecil adalah <5 GT. Karena terlebih dahulu diberlakukan,
ketetapan yang ada pada UU No. 45 Tahun 2009 seharusnya menjadi pedoman
pemerintah dalam penyusunan UU No. 7 Tahun 2016. Dalam kaitannya dengan
status hukum kapal dijelaskan dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Pasal 163 ayat 2 sebagai berikut:
1. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross
Tonnage) atau lebih.
2. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan
ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
3. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
Selanjutnya Wulandari et al. (2023) menginformasikan bahwa Pas Kecil kapal
yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
dibutuhkan sebagai syarat untuk memperolen Tanda Daftar Kapal Perikanan
(TDKP) atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) yang dikeluarkan oleh
SKPD yang membidangi perikanan di kabupaten/kota.

Menurut Vilasante et al. (2021) perikanan skala kecil dan komunitas pesisir yang
terkait dengannya sedang menghadapi masa kritis di seluruh dunia. Faktor sosial-
ekologis yang mereka derita akibat penangkapan ikan berlebihan, perubahan
iklim, polusi, urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan permintaan makanan
laut dalam banyak aspek belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mendorong
perubahan transformatif baru, harus dapat memanfaatkan peran kunci yang
dimiliki beberapa aktor dalam mendorong kepercayaan, kerja sama, dan inovasi
sosial. Kurangnya partisipasi nelayan dalam pengambilan  keputusan
menyebabkan lemahnya pengelolaan perikanan dan hal ini menjelaskan

konservasi sumber daya laut.
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Kurangnya tata kelola yang efektif merupakan masalah utama dalam
perikanan skala kecil. Penerapan tata kelola yang mencakup tiga pilar
keberlanjutan (sosial, ekonomi, dan ekologi) masih menjadi tantangan dunia.
Hasil penelitian Aguion et al. (2021) menempatkan dimensi sosial dalam
sorotan tata kelola perikanan skala kecil, karena serangkaian atribut yang
terkait dengan sistem pemanfaatan (misalnya, kepemimpinan, kohesi sosial,
dan penegakan hukum mandiri) merupakan kunci dalam membedakan antara
perikanan berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa
pengelolaan tidak hanya sekedar fokus pada peraturan teknisnya sendiri,
namun yang lebih penting, pada cara peraturan tersebut dibuat. Selanjutnya
dikatakan bahwa ketidakberlanjutan dalam perikanan skala kecil berhubungan

dengan struktur tata kelola yang tidak memadai.

Picaulima et al. (2022) melaporkan bahwa keberlanjutan usaha perikanan skala
kecil dipengaruhi oleh aspek ekonomi yaitu keuntungan usaha, pendapatan ABK
(bagi nelayan buruh), dan kelayakan investasi. Pendapatan nelayan kecil tidak
dapat diprediksi dan selalu fluktuatif. Amarulah et al. (2020) menyatakan untuk
meningkatkan perekonomian nelayan kecil, dibutuhkan bantuan pemerintah
melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan nelayan pada aspek
pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi, penerapan modernisasi
teknologi perikanan tangkap yang diimbangin dengan kemampuan operasional,
serta pengembangan bantuan permodalan bagi usaha nelayan yang bersumber dari
dana perimbangan yang disalurkan melalui lembaga keuangan desa atau
perbankan dengan birokrasi yang mudah, memungkinan untuk diakses oleh

nelayan.

Untuk merespon rencana pemerintah tentang kebijakan penangkapan ikan terukur,
nelayan skala kecil dengan kapasitas < 10 GT, disyaratkan untuk bergabung
dalam koperasi atau asosiasi, karena kuota penangkapan ikan diberikan melalui
organisasi tersebut. Pengorganisasian harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Zulham et al.,
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2022). Penangkapan ikan terukur merupakan rencana kebijakan untuk mendukung
kelestarian ekosistem laut untuk masa depan.

2.2. BBM Subsidi untuk Nelayan

Bahan Bakar Minyak Subsidi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
pembeliannya disubsidi pemerintah dari dana APBN dengan jumlah kuota yang
terbatas dan hanya diberikan kepada konsumen tertentu. Konsumen sektor
perikanan yang berhak untuk mendapatkan BBM Subsidi diatur oleh pemerintah
di dalam Peraturan Presiden No 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan
Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak, yang mencakup pembudidaya ikan dan
nelayan. Yuliarti et all. (2023) mengemukakan dalam Naskah RAPBN dan Nota
Keuangan setiap tahunnya, subsidi BBM merupakan alokasi pembiayaan sebagai
pembayaran yang diberikan Pemerintah kepada PT Pertamina atas tugasnya
menyediakan dan mendistribusikan BBM, karena dalam penyediaan BBM Subsidi
PT Pertamina mendapatkan pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan
biaya yang dikeluarkannya. Pertamina adalah pemegang monopoli terbesar
pendistribusian BBM di Indonesia.

Kebijakan BBM subsidi oleh pemerintah dimaksudkan untuk membantu
masyarakat dalam memperoleh akses BBM, namun kebijakan ini mempunyai
dampak yang buruk, antara lain menyebabkan beban anggaran yang tinggi pada
pemerintah, kerusakan lingkungan, dan distorsi ekonomi harga BBM. Menurut
Gobel et al. (2024), implementasi kebijakan subsidi bahan bakar fosil adalah cara
yang tidak efesien dalam mendistribusikan hasil pengelolaaan sumberdaya alam,
karena metode ini lebih menguntungkan bagi rumah tangga berpendapatan tinggi
dibandingkan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Hal ini diperkuat oleh
Yuliarti et al. (2023), yang menemukan fakta nelayan kecil dengan ukuran kapal
< 5 GT lebih banyak memperoleh bahan bakar solar di atas harga normal karena
jarak tempat pendaratan ikan ke stasiun pengisian bahan bakar seperti SPDN,
SPBN, atau SPBU yang jauh.



13

Priyanto (2021) menjelaskan kebijakan harga BBM yang ditetapkan kurang

efektif dalam mendukung usaha nelayan. Terdapat beberapa alasan nelayan tidak

dapat mengakses BBM subsidi, yaitu:

1. Kuota BBM Subsidi tidak mencukupi kebutuhan nelayan

2. Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) kurang strategis
sehingga tidak dapat diakses oleh nelayan yang jauh

3. Mekanisme penyaluran BBM Subsidi, pengurusan ijin usaha nelayan, dan surat

rekomendasi dari dinas terkait sulit untuk direalisasikan.

Kebijakan BBM Subsidi yang diterapkan bagi konsumen sektor perikanan dalam
kenyataannya belum menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan. Hal ini
dijelaskan oleh Wulandari et al. (2023) terdapat diskriminasi antara konsumen
transportasi dan konsumen sektor perikanan. Bila nelayan dipersyaratkan oleh
banyaknya dokumen untuk mengakses BBM Subsidi, konsumen sektor
transportasi dapat memperoleh BBM Subsidi tanpa dibebani oleh persyaratan

dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKP kendaraan.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan terkait BBM dijabarkan lebih lanjut
oleh Fitria et al. (2023) yaitu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan
kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Dengan kenaikan harga BBM secara signifikan
berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, karena biaya yang dikeluarkan untuk
operasional akan semakin tinggi. Sedangkan kelangkaan BBM tidak berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan nelayan. Hal ini dapat disebabkan karena
persentase kelangkaan BBM di Desa Ketapang Baru Kecamatan Semidang Alas
Maras Kabupaten Seluma tergolong kecil atau kelangkaan BBM di lokasi ini
jarang terjadi. Sementara Wulandari et al. (2023) menginformasikan hasil
penelitiannya terhadap nelayan kecil di Kota Medan, bahwa penyebab nelayan
tidak dapat mengakses BBM Subsidi adalah karena tidak adanya sosialisasi dari
pemerintah terkait tentang perayaratan dan prosedur memperoleh BBM Subsidi

dan tidak memiliki dokumen perijinan kapal sesuai persyaratan yang ditetapkan.
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Prasution dan Ma’arif (2019) mengemukakan bahwa besarnya penggunaan bahan
bakar minyak dalam usaha perikanan tangkap dikarenakan BBM menjadi
pendorong kapal sekaligus penggerak mesin dan ada pula yang digunakan dalam
pengawetan dan pengolahan pasca panen di kapal. Salah satu strategi yang dapat
diterapkan untuk menghemat bahan bakar adalah menerapkan teknik penggunaan
sarana prasarana penangkapan ikan yang efisien, menggunakan teknologi
pendeteksi pencarian fishing ground untuk mengurangi pergerakan kapal mencari
target lokasi, mengurangi kecepatan kapal, melakukan operasional penangkapan
ikan lebih dari sehari secara berkelompok, serta mempertimbangkan penggunaan
trawl menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Selain itu memperbaiki
kualitas pembakaran pada motor penggerak dapat mengefesiensikan penggunaan

bahan bakar.

Darma et al. (2020) mengungkapkan melakukan survei yang dilakukan oleh
Lembaga IlImu Pengetahuan Indonesia tentang dampak peningkatan harga BBM
dan penghapusan subsidi BBM terhadap pendapatan nelayan kecil di 34 provinsi,
bahwa 56,25% responden terdampak oleh kenaikan harga BBM sebagian besar
adalah nelayan kecil dengan kapasitas kapal 1 — 10 GT, sedangkan 43,75%
nelayan (kecil dan besar) tidak terdampak. Selanjutnya prediksi rata-rata
kebutuhan bahan bakar minyak (kilo liter) dan pengeluaran belanja bahan bakar

minyak nelayan skala kecil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Prediksi Rata-Rata Kebutuhan dan Pengeluaran Belanja Bahan bakar
Minyak (BBM) Nelayan Skala Kecil di Indonesia Tahun 2015 — 2019

Ukuran Kapal Kebutuhan BBM (Kilo liter / tahun) Pengeluaran (Rp. Juta / Tahun)

Setelah Sebelum Selisih Setelah Sebelum Selisih

Perahu Motor Tempel 435.089,00 271.930,60  163.158,40  2.240,70 1.400,40 840,30
Perahu Motor <5 GT 351.990,00 219.993,80 131.996,20 1.812,70  1.132,90 679,80

Perahu Motor 5 - 10 GT ~ 179.965,00 112.478,10  67.486,90 926,80 579,20 347,60
Perahu Motor 10 - 20

GT 128.502,00 80.313,80 48.188,20 661,70 413,60 248,10
Perahu Motor 20 - 30

GT 112.621,00 70.388,10 42.232,90 579,90 362,40 217,50
Total 1.208.167,00 755.104,40  453.062,60  6.221,80 3.888,50 2.333,30

Sumber: Darma et al. (2020)
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Untuk membantu menyederhanakan kesulitan dalam pengurusan persyaratan
rekomendasi BBM subsidi, pemerintah dapat berinisiatif menggunakan alat bantu
digital ataupun aplikasi. Dwitasari dan Kurniawan (2024) menyampaikan hasil
penelitiannya bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik,
UPTD TPI Kabupaten Purbolinggo memberikan layanan penerbitan surat
rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu, dengan persyaratan sesuai dengan
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor
02 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Dinas yang berwenang menggunakan alat bantu digital untuk melakukan
verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi dimaksud secara online. Hal ini lebih
mempermudah nelayan dan mempersingkat waktu pembuatan surat rekomendasi.

Strategi penyederhanaan pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dokumen untuk
Fadhillah dan Thahir (2022) yaitu sesuai dengan PER.13/MEN/KP/2015, nelayan
sebagai konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu (Solar) dapat membeli bahan
bakar subsidi salah satunya dengan menggunakan surat rekomendasi yang
diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Namun kendala yang ditemukan adalah nelayan tidak memiliki dokumen surat
kapal dan tidak dapat menentukan banyaknya jumlah bahan bakar minyak yang
diperlukan. Adapun persyaratan pembuatan surat rekomendasi tersebut adalah
SIPI, SLO, SPB, SEPP, Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA), serta harus
menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Untuk mempermudah
penginputan dan pengelolaan dokumen kapal, data nelayan dan produksi, maka
Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan (DKPP) Nagan Raya mengembangkan
aplikasi berbasis online sistem rekomendasi BBM Subsidi yang diharapkan juga
mempermudah nelayan memperoleh BBM untuk usahanya (Fadhillah dan Thahir,
2022).
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2.3. Kelembagaan

Aturan adalah pemahaman bersama diantara pemangku kepentingan yang terlibat,
yang merujuk pada ketentuan yang ditegakkan tentang tindakan atau keadaan
yang diwajibkan, dilarang, atau diizinkan. Semua aturan adalah hasil upaya
implisit atau eksplisit untuk mencapai ketertiban dan prediktabilitas di antara
stakeholders dengan menciptakan kelas-kelas atau posisi orang yang terlibat yang
kemudian diharuskan, diizinkan, atau dilarang untuk mengambil tindakan
sehubungan dengan yang diperlukan, diizinkan, atau dilarang. Sedangkan Aturan
kerja adalah seperangkat aturan yang akan dijadikan acuan jika diminta untuk
menjelaskan dan membenarkan tindakan mereka. Meskipun mengikuti suatu
aturan mungkin menjadi “kebiasaan sosial”, namun hal ini mungkin membuat
partisipan sadar akan aturan yang mereka gunakan untuk mengatur hubungan
mereka. Individu dapat secara sadar memutuskan untuk mengadopsi aturan yang
berbeda dan mengubah perilakunya agar sesuai dengan keputusan tersebut
(Ostrom, 2011).

Menurut North (1991), institusi yang efisien secara adaptif merupakan sebuah
kondisi yang diperlukan untuk mencapai perubahan ekonomi yang sukses.
Namun, kesenjangan antara tingkat pertumbuhan ekonomi antara negara-
negara Barat yang kaya dan negara-negara miskin di seluruh dunia
menunjukkan bahwa sangat sedikit negara yang berhasil mencapai kerangka
kelembagaan yang efisien.

Tabel 2. Perbedaan Lembaga, Organisasi, Individu, dan Institusi

Lembaga Organisasi Individu Institusi

- Dibentuk, Pemain - Pemain - Aturan
berkembang, dan - Anggota permainan
diubah oleh individu organisasi - Mengatur

- Membuat pilihan interaksi sosial
atau perubahan
institusi

Sumber: North (1991)
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Selanjutnya dijelaskan bahwa aturan formal sebagai seperangkat aturan dalam
hierarki normatif yang serupa dengan yang ditemukan dalam sistem hukum
modern. Peraturan informal menunjukkan bahwa peraturan tersebut berasal
dari pikiran individu, namun merupakan cerminan dari kondisi budaya yang

berlaku.

Sedangkan menurut Budiharsana dan Heywood (2017) Aturan adalah suatu
pernyataan yang mirip dengan norma, tetapi memiliki sanksi tambahan jika
tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang dilarang. Situasi ini membutuhkan
peraturan, pengawasan, dan sanksi agar peraturan berlaku. Aturan harus dibuat di
lokasi pemilihan konstitusional-lokal, regional, nasional, atau internasional.
Interaksi dalam lembaga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya bagi
individu dan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, kebiasaan lokal atau
karakteristik masyarakat mempengaruhi kerangka Analisis Pengembangan
Kelembagaan (APK). Faktor adat dan ciri-ciri masyarakat membentuk sistem
aturan informal yang mengatur dan mendorong perilaku tertentu. Peraturan
informal inilah yang memiliki pengaruh besar terhadap mereka yang bekerja di
lembaga tersebut, dan pada akhirnya melemahkan kelembagaan.

Pejovich (1999) membagi pembuatan aturan menjadi 2 (dua) yaitu formal dan
informal. Aturan informal berasal dari interaksi yang bertahan dan dilembagakan
menjadi tradisi, nilai moral, kepercayaan, dan sebagainya. Peraturan informal
tidak mempengaruhi kebijakan. Peraturan informal berubah terutama karena
pengikisan yang lambat dan memakan waktu. Pembuat undang-undang seperti
hakim, birokrat, dan pembuat peraturan lainnya menetapkan, mengubah, dan
menetapkan aturan formal. Artinya, aturan formal adalah faktor kebijakan.
Pembuat peraturan dapat mengeluarkan peraturan baru untuk mengubah

permainan atau sebagai tanggapan terhadap persyaratan permainan.

Dalam penelitian  tentang konteks kelembagaan bisnis di masyarakat,
digambarkan bahwa pemangku kepentingan dan masyarakat menganggap penting

norma dan aturan bisnis yang berlaku. Para pemangku kepentingan yang
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terlibat memanfaatkan norma dan aturan untuk menentukan peran, hak, dan
tanggung jawab yang tepat di masyarakat. Sedangkan perusahaan menjadikan
peraturan ini sebagai pedoman untuk berinteraksi dengan para pemangku
kepentingan. Hubungan antar aktor diikat dengan suatu nilai dari struktur
kelembagaan. Aktor yang mengidentifikasi nilai-nilai yang tertanam dalam
struktur kelembagaan masyarakat akan merasa lebih terhubung dengan
struktur tersebut. Meskipun tidak harus dimiliki bersama atau selaras, nilai-
nilai sangat penting bagi pemangku kepentingan bisnis dan masyarakat dan
memberikan titik acuan umum dalam interaksi bisnis masyarakat. Bagi ahli
fenomenologi, kuncinya adalah menjelaskan bagaimana interaksi sosial dapat
dipertahankan sepanjang waktu, dan biasanya menekankan proses berjalan.
Setiap aktor mengembangkan interpretasi atas perilaku tertentu, dan makna

atau nilai tersebut berfungsi untuk membatasi perilaku (Risi, 2022).

Di samping itu, Risi (2019) mengemukakan peran pemerintah sangat besar di
dalam kelembagaan. Kapasitas pemerintah untuk bertindak didasarkan pada
tiga “pilar” pelembagaan yang diidentifikasi oleh (Scott, 1995): regulatif,
normatif, dan kognitif. Dari sudut pandang pilar regulatif, pemerintah
mempunyai kapasitas untuk menentukan aturan main dengan membuat
undang-undang dan peraturan lainnya. Namun, dalam pilar normatif, pemerintah
memiliki kemampuan untuk memberikan legitimasi sosiopolitik, yang merupakan
penilaian kesesuaian dengan standar dan prinsip yang berlaku. Pada pilar
kognitif, peran pemerintah juga dapat berdampak pada skema klasifikasi yang

digunakan untuk memahami dan mengatur dunia sosial.

2.4. Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Aktor dapat dianggap sebagai individu tunggal atau sebagai kelompok yang
berfungsi sebagai aktor korporasi. Istilah “tindakan” mengacu pada perilaku-
perilaku yang mana individu atau kelompok yang bertindak memberikan makna
subyektif dan instrumental. Analisis perilaku mikro menggunakan teori atau

model implisit atau eksplisit dari para pelaku dalam suatu situasi untuk
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mendapatkan kesimpulan tentang kemungkinan perilaku dalam suatu situasi (dan

juga tentang pola hasil gabungan yang mungkin dihasilkan). Analis harus

membuat asumsi tentang bagaimana dan apa yang dihargai oleh partisipan;

sumber daya, informasi, dan keyakinan yang mereka miliki; apa kemampuan

pemrosesan informasinya; dan apa mekanisme internal yang mereka gunakan

untuk memutuskan strategi (Ostrom, 2011). Selanjutnya dijelaskan bahwa

Seorang aktor dalam suatu situasi tindakan (individu atau perusahaan) mencakup

asumsi tentang empat kelompok variabel:

1. Sumber daya yang dibawa oleh seorang aktor ke dalam suatu situasi;

2. Para pelaku penilaian menetapkan negara-negara di dunia dan tindakan-
tindakannya;

3. Cara aktor memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan
pengetahuan dan informasi;

4. Proses yang digunakan para aktor untuk memilih tindakan tertentu.

Mazigo and Hattingh (2020) memuat argumentasi bahwa manusia bukan
sekadar wadah masukan sumberdaya dan kepuasan, sebaliknya mereka
adalah agen aktif yang menetapkan tujuan mereka sendiri, membuat pilihan
sendiri, dan mengejar serta mewujudkan tujuan mereka sendiri sebagai tujuan
yang dihargai 'Agen' adalah ‘“seseorang yang bertindak dan membawa
perubahan” dan 'agensi' berarti “kebebasan dan kemampuan manusia untuk
mengejar tujuan-tujuan yang bernilai dan menghasilkan pencapaian yang
mereka anggap berharga. Mengingat kesadaran akan kemanjuran agensi,
menganjurkan pengaturan sosial yang memungkinkan setiap manusia menjadi
'agen aktif' dan menerapkan 'kebebasan agensi' untuk “mewujudkan
pencapaian nilai-nilai tertentu, dan nilai-nilai mana yang harus dicapai.

upaya untuk menghasilkan”.

Menurut Fletcher dalam Maani et al. (2021), Pemangku kepentingan
(stakeholders) didefinisikan sebagai kelompok orang atau lembaga yang memiliki
kepentingan, ketertarikan, serta mempengaruhi atau dipengaruhi dalam

permasalahan.  Selanjutnya dijelaskan bahwa stakeholders atau pemangku
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kepentingan dapat dibedakan atas dua yaitu stakeholders primer atau utama dan
stakeholders sekunder atau pendukung. Perspektif pemangku kebijakan dapat
dilihat dari kepentingan serta pengaruh (power) untuk mengontrol,
mengendalikan, mengubah, atau menghambat sebuah keputusan. Freeman (1984)
dalam Reed (2009) mendefinisikan stakeholders sebagai pihak yang terpengaruh
oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan, sehingga dalam
kebijakan dikenal aktor-aktor yang terpengaruh dan/atau mempengaruhi dalam
sebuah keputusan. Dan bila dikaitkan dengan konteks kebijakan publik, maka
stakeholders adalah pihak yang terpengaruh dan/atau mempengaruhi sebuah
kebijakan publik.

Mazigo and Hattingh (2020) menegaskan bahwa kemampuan individu
dipengaruhi positif atau negatif oleh tindakan atau kelambanan “berbagai
institusi sosial — terkait dengan operasi pasar, administrasi, badan legislatif,
partai politik, organisasi non-pemerintah, lembaga peradilan, dan lembaga
peradilan, media dan masyarakat pada umumnya.” Dengan memperhatikan
peran yang dimainkan lembaga-lembaga sosial dalam meningkatkan atau
menghambat kemampuan masyarakat, Capacity Analysis memfokuskan analisis
empiris tidak hanya pada nelayan skala kecil (secara individu dan kolektif),
namun juga pada lembaga-lembaga publik dan swasta yang didirikan untuk
menyediakan berbagai barang dan jasa layanan di distrik tersebut. Bukti
terbatasnya dukungan yang diberikan para pemangku kepentingan kepada
nelayan skala kecil terungkap bahwa : (1) Para pemangku kepentingan mengakui
tidak memberikan layanan penyuluhan dan infrastruktur yang memadai dalam
usaha pengolahan ikan. (2) Perwakilan dari NGO kurang melakukan upaya yang
cukup dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam
perencanaan usaha perikanan. (3) Pihak Lembaga Keuangan Mikro tidak

membiayai dan mengasuransikan usaha nelayan skala kecil.

Salah satu opsi yang dapat diterapkan ketika merumuskan kebijakan adalah
dengan menambahkan sudut pandang para nelayan yang terlibat langsung

dalam usaha penangkapan ikan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan agar
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kebijakan yang diambil dapat mengadopsi terhadap aktivitas penangkapan
ikan para nelayan itu sendiri. Pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem
dapat dimasukkan dalam sistem berbasis masyarakat yang menggabungkan
aktor-aktor kunci proaktif dan kegiatan perikanan sebagai kegiatan manusia
yang berbasis sosial dan budaya pada lingkungan. Keterlibatan pemangku
kepentingan harus diterapkan dalam setiap tahap perancangan kebijakan dan
pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan perspektif nelayan dalam
bisnis penangkapan ikan. Integrasi cara pandang nelayan dapat menjadi
tolak ukur kesesuaian kebutuhan nelayan dan keberlanjutan sumber daya
perikanan di setiap daerah (Kaya dan Sajriawati, 2023).

2.5. Strategi

Strategi merupakan pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.
Mintzberg (1998) menyatakan bahwa strategi terbagi atas 5 definisi, yaitu strategi
sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi, strategi sebagai
taktik (ploy), dan startegi sebagai persektif. Strategi digunakan oleh para
pemimpin dan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan

efisien.

David (2009) menyatakan bahwa terdapat 3 tahapan dalam menentukan strategi
utama, yaitu: (1) mengumpulkan informasi dasar untuk merumuskan strategi, (2)
memunculkan strategi alternatif yang dapat dilaksanakan dengan menggabungkan
faktor internal dan eksternal, dan (3) menginput informasi dari tahap 1 untuk
mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang tertuang pada tahap 2. Hal ini

diharapkan dapat memberikan strategi-strategi yang tepat dan objektif.

Menurut Rangkuti (2005), strategi dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu strategi
manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Strategi manajemen adalah
rencana atau tindakan melalui analisis pemanfaatan faktor internal kekuatan,

kelemahan, dan faktor eksternal peluang dan ancaman sebuah organisasi.
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Rangkuti merumuskan strategi dengan menggunakan pendekatan identifikasi
faktor internal dan eksternal, yang dikenal dengan analisis strength, weakness,
opportunity, dan treath (SWOT).

Keberhasilan penerapan strategi di di lingkungan organisasi bisnis dan organisasi
non bisnis khususnya pemerintah didasari oleh hal-hal yang berbeda. Yani (2010)
menyatakan bahwa implementasi manajemen stratejik di lingkungan organisasi
bisnis didasari oleh nilai-nilai persaingan bebas antar organisasi sejenis melalui
pendayagunaan semua sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bersifat
stratejik. Tetapi di lingkungan organisasi non bisnis, seperti pemerintahan,
implementasi strategi didasari oleh nilai-nilai pengabdian dan kemanusiaan yang
menjunjung kepentingan bersama dan masyarakat, bangsa, dan Negara. Tujuan
dari strategi dalam organisasi pemerintahan adalah mencapai kesejahteraan,

keadilan, dan kemakmuran bersama.

Dalam penerapan strategi yang tepat, tidak terlepas dari adanya manajemen
strategi. Manajemen strategi ini adalah sebuah proses keseluruhan dari
merencanakan, implementasi, serta evaluasi dari strategi dalam waktu jangka
pendek dan jangka panjang. Pentingnya manajemen strategi disebabkan karena:
(1) Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi, (2) Memberikan gambaran
jelas tentang kepentingan berbagai pihak, (3) Mengantisipasi setiap adanya
perubahan secara lebih menyeluruh, dan (4) Menciptakan sistem yang lebih
efisien dan efektif dalam organisasi (Yatminiwati, 2019).

Manfaat dari manajemen strategi yang dikembang oleh Bryson (1995) adalah
sebagai berikut: (1) Strategi yang dikembangkan lebih efektif, (2) Memperjelas
arah masa depan, (3) Menciptakan prioritas, (4) Membuat keputusan pada masa
sekarang dengan mempertimbangkan konsekuensi di masa depan, (5) Membuat
landasan yang kokoh bagi pengambilan keputusan, (6) Mengambil keputusan
yang melampaui fungsi dan struktur yang ada, (7) Memecahkan masalah pokok
yang dihadapi, (8) Memperbaiki kinerja institusi, dan (9) Menangani perubahan

lingkungan yang cepat.
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Untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi, Rumelt (1997) mengidentifikasi
tolok ukur yang dapat digunakan, yaitu consistency (sasaran dan kebijakan harus
konsisten), consonance (merepresentasikan respon adaptif terhadap lingkungan
eksternal dan perubahannya, advantage (memberikan peluang terhadap
keunggulan yang kompetitif), dan feasibility (tidak menggunakan sumber di luar
kemampuan dan tidak menghadirkan persoalan yang tidak terpecahkan).



1. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras Kota
Bandar Lampung dan dilaksanakan di Bulan Agustus - November 2024. Peta

lokasi disajikan pada Gambar 2.

¥Is

s

Gambar 2. Peta Lokasi Kelurahan Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar
Lampung
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3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Penelitian  kualitatif adalah penelitian induktif yang ditujukan untuk
memperolehpemahaman lebih mendalam atas fenomena sosial yang diteliti.
Wahyuni Sari (2023) menyebutkan pendekatan kualitatif digunakan untuk
memperoleh wawasan tentang sikap, perilaku, sistem nilai, perhatian, motivasi,
aspirasi, budaya, atau gaya hidup seseorang atau sekelompok orang dan
digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis, penelitian, kebijakan, dan
komunikasi. Pendekatan kualitatif ini dapat berdiri sendiri, berdampingan dan
melengkapi survei kuantitatif, dan juga digunakan untuk pengembangan
penelitian kuantitatif. Studi kasus dalam penelitian ini terfokus pada satu

lokus/lokasi atau studi kasus tunggal.

3.3.  Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Wawancara mendalam (in — dept interview)

Wawancara dilakukan untuk mengungkapkan data, fakta atau opini yang berada

dalam benak informan dan bila dilakukan dengan benar data yang diperoleh kaya

dan berkembang (Irawan, 2006).

Kriteria nelayan yang diwawancarai sebagai informan kunci adalah sebagai

berikut:

1. Nelayan berdomisili di Kelurahan Kangkung

2. Nelayan sebagai pemilik kapal penangkapan ikan yang menggunakan mesin
dengan kapasitas 1-6 GT

3. Nelayan aktif melakukan usaha penangkapan ikan

Adapun pengambilan sampel wawancara mendalam menggunakan teknik

purposive sampling, dengan informan kunci sebagai berikut :
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Tabel 3. Lembaga dan Perorangan yang Diwawancarai sebagai Informan Kunci

No Informan Kunci Jumlah (Orang)
1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung 1
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas | 1
Panjang
3 Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya 1
4 PT Pertamina Patra Niaga 1
5 SPBN PT Pertamina Lempasing 1
6 SPBN PT AKR TPI Lempasing 1
7 Nelayan:
Pengguna BBM Solar 3
Pengguna BBM Pertalite 3
Jumlah 12

b. Pengamatan terlibat (participatory observation)

Menurut Yin (2015), observasi partisipan adalah observasi khusus yang
melibatkan peneliti mengambil peran dan berpartisipasi dalam kegiatan yang
diteliti mulai dari interaksi sosial hingga kegiatan fungsional lainnya. Peneliti
memperoleh akses lebih mendalam terhadap obyek penelitian yang kemungkinan
tidak sampai kepada penelitian ilmiah umumnya. Dalam penelitian ini obyek
pengamatan yang dilakukan adalah proses pendistribusian BBM subsidi untuk
nelayan di SPBN.

c. Studi dokumentasi

Dalam penelitian studi kasus, dokumen memegang peranan yang penting dalam
pengumpulan data dan perlu dilakukan peninjauan untuk memahami tujuan dan
audiens yang spesifik (Yin, 2015). Studi dokumentasi yang dilakukan untuk
memperoleh data-data sekunder, termasuk data yang diterbitkan oleh
lembaga/instansi pemerintah, peraturan perundangan, serta pendukung lainnya
yang diperlukan.

d. Focus Grup Discusion (FGD)

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menggali pendapat dan pengalaman
stakeholder terkait adalah melalui Focus Group Discussion (FGD). Pada awalnya
FGD mempunyai definisi metode untuk mengeksplorasi isu atau fenomena khusus

dari sekelompok individu terlibat yang berfokus dalam Kkegiatan bersama
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(Kitzinger dan Barbour, 1999). FGD dilakukan dengan mengundang para
pemangku kepentingan dalam pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan di

Kelurahan Kangkung.

3.4. Analisis Data

Analisis kualitatif sangat berkaitan erat dengan pengumpulan dan intepretasi data
untuk mengambil kesimpulan akhir. Oleh karena itu seluruh data hasil wawancara
informan kunci dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk
membantu dalam penarikan kesimpulan penelitian. Irawan (2006) menjelaskan
bahwa pengelolaan data penelitian kualitatif memerlukan sistem pengkodean,
penyimpanan, dan pengaksesan data. Sistem pengkodean (Code System) berisi
daftar kode dengan deskripsi singkat digunakan sebagai label untuk memilah data-
data sesuai karakteristiknya.
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Pengumpulan data
Mewawancarai informan kunci, melakukan observasi, Focus Group
Discussion (FGD), dan studi dokumentasi
- Transkrip data
Mengubah hasil wawancara ke dalam bentuk tertulis
- Pembuatan koding
Menemukan kata kunci dari transkrip data serta memberikan label kode pada
setiap kata kunci
- Katagorisasi data
Merangkum kata-kata kunci menurut kategorinya masing-masing, sehingga
data akan lebih mengerucut pada beberapa tema/kategori
- Penyimpulan sementara
Kesimpulan ini berdasarkan data yang diperoleh dan bukan merupakan
penafsiran peneliti
- Triangulasi
Proses verifikasi informasi dari sumber data/informan yang satu dengan

sumber data yang lain
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- Kesimpulan akhir
Kesimpulan dapat berupa konseptual ataupun dengan cara mengambil intisari

yang dikonversikan menjadi pernyataan dekontekstualisasi.

Data yang dianalisis secara kualitatif kemudian digunakan dalam analisis lanjutan
sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian.  Analisis data lanjutan dalam
penelitian ini menggunakan analisis kelembagaan, analisis stakeholders mapping,
dan analisis SWOT. Prosedur pembuatan koding, kategori data, dan penyimpulan
sementara dalam analisis kualitatif, adalah merupakan bagian dari analisis data
lanjutan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk data yang dikumpulkan dari hasil
pengamatan terlibat (participatory observation) akan dilakukan pencatatan
dengan dengan format yang terdapat dalam lampiran 2. Data observasi ini menjadi
data pendukung yang juga akan sangat membantu pengambilan kesimpulan dalam

analisis kualitatif.

Pembuatan casi ;
. - Katagorisasi - Penyimpulan
Koding Se?/nerr:i[ara

Peng;r;tgulan mm) | Tramkip ) 1. Analisis Kelembagaan
Data 2. Analisis Mapping Stakeholder

3. Analisis SWOT

Penyimpulan Triangulasi
Akhir —

Gambar 3. Analisis Data Sistem Pengkodean

Sumber: Prosedur Analisis Data Sistem Pengkodean Dimodifikasi dari Irawan
(2006)

Analisis data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian, yaitu:

a. Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan bertujuan untuk mengkaji bagaimana institusi
(kelembagaan) dalam mengatur perilaku individu dan mengkaji fungsi dari
sebuah aturan. Peneliti ingin menganalisis pengaruh aturan-aturan yang berkaitan

dengan pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan, terhadap :
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- Perilaku dan interaksi para stakeholder

- Pelanggaran dan sanksi-sanksi yang ditetapkan

- Hasil dan evaluasi implementasi aturan yang berlaku.

Menurut Ostrom (2006) aturan-aturan yang digunakan (rules in use) adalah aturan
yang digunakan oleh partisipan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan dan
keputusan kebijakan akan mempengaruhi struktur situasi. Konsep ini dapat
digunakan untuk mengidentifikasi situasi dan pola interaksi serta hasil dan

evaluasi.

b. Analisis Stakeholder Mapping
Analisis stakeholders mapping menggunakan Policy Implementation Mapping
dan Power Versus Interest Grid. Menurut Eden dan Ackermann (1998) tahapan

yang dilakukan dalam adalah sebagai berikut:

b.1. Policy Implementation Mapping

Analisis Policy Implementation Mapping bertujuan untuk mengidentifikasi
strategi selama implementasi program/kebijakan berdasarkan sumber kekuatan
stakeholder, dengan memahami siapa saja stakeholder yang mendukung dan yang

menentang.

Tabel 4. Ethical Analysis Grid Matrix

Kategori . Kemungkinan  Tingkat - .
Stakehorder Kepentingan Sumberdaya Channel Partisipasi Pengaruh Implikasi Action
Potensial
Mendukung
Potensial
Menolak

Sumber: Bryson, 2004.

Keterangan:

1. Kepentingan yaitu hal hal yang diperjuangkan oleh stakeholder

2. Sumberdaya yaitu sarana yang digunakan oleh stakeholder guna
memperjuangkan kepentingan mereka

3. Channel yaitu saluran yang digunakan para stakeholder untuk bertindak dalam

memperjuangkan kepentingan mereka.
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4. Kemungkinan partisipasi yaitu besarnya kemungkinan mereka akan
berpartisipasi atau bersikap terkait dengan kepentingan mereka.

5. Tingkat pengaruh yaitu pengaruh yang akan didapat dari penguasaan
sumberdaya atau partisipasi stakeholder.

6. Implikasi yaitu implikasi pengaruh stakeholder terhadap strategi implementasi
kebijakan.

7. Action yaitu tindakan yang perlu lakukan untuk mengantisipasi stakeholder

dengan pengaruh yang dimiliki.

Menurut Bryson (2004) untuk mempermudah identifikasi dapat digunakan
matriks Ethical Analysis Grid Matrix dengan memperlihatkan kategori
stakeholder yang mendukung dan yang menentang pelaksanaan kebijakan.
Teknik ini dapat menjelaskan siapa dan hal-hal apa saja yang dianggap
etis, sehingga dapat disimpulkan apa yang harus dieliminasi berdasarkan
pertimbangan etika tersebut. Policy Implementation Mapping menggunakan

matriks di bawah ini :

b.2. Power versus Interest Grid (player, context setters, subject, dan crowd)
Metode ini bertujuan untuk menyusun strategi tindak lanjut dari sebuah
permasalahan yang berfokus kepada power dan interest. Power dapat dinilai dari
potensi seseorang dapat mempengaruhi kebijakan, sementara interest dinilai dari
tingkat keaktifannya terlibat dalam sebuah kebijakan (Eden and Ackermann,
1998).
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Gambar 4. Kuadran Power vs Interest Grid (Bryson, 2004)

Sumber: Bryson, 2004.

Keterangan:

A. Crowd (lemah dalam power serta interest)

B. Context setters (memiliki power akan tetapi hanya memiliki
direct interest yang kecil)

C. Subjek yaitu stakeholder yang memiliki interest tapi dengan
power yang kecil

D. Player yaitu stakeholder yang memiliki power dan interest secara

signifikan.

Setelah dilakukan pendataan pemangku kepentingan berdasarkan Power
dan Interest, langkah selanjutnya adalah melakukan menentukan intervensi

terhadap stakeholder dengan gambar 5 seperti di bawah ini:
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Gambar 5. Jenis Aktor Dalam Setiap Kuadran

Sumber: Eden and Ackerman, 1998

Rekomendasi dirumuskan untuk menetapkan strategi yang akan dilakukan

terhadap masing-masing stakehorder dengan potensi yang dimiliki. Rekomendasi

untuk setiap stakeholder berbeda-beda sesuai letak sektor. Setelah dianalisis

potensinya, maka diperoleh strategi sebagai berikut:

Stakeholder di sektor A:

dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang diperlukan

Stakeholder di sektor B:

Dapat menjadi sekutu dalam mendukung kebijakan-kebijakan

Stakeholder C:

Harus mengikuti minat dan potensi dalam kegiatan organisasinya. Tipe seperti
ini dapat dilibatkan sesuai dengan kepentingannya

Stakeholder D:

merupakan kunci terpenting dan harus dilibatkan dalam semua kegiatan

organisasi.



33

c. Analisis Streghts, Weakness, Opportunities, dan Threats (SWOT)

Analisis SWOT adalah metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi
suatu masalah berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar)
yaitu: streghts, weakness, opportunities, dan threats. Lingkungan eksternal
meliputi peluang dan ancaman terhadap kelangsungan atau pencapaian tujuan
organisasi. Peluang adalah kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk
meraih keuntungan atau mencapai tujuan, sedangkan ancaman merupakan kondisi
eksternal yang menimbulkan resiko yang perlu diatasi. Faktor-faktor internal
dapat bermanfaat untuk mengetahui keunggulan strategik organisasi  atau
menghindari ancaman serta titik kelemahan organisasi yang harus dihindari
dalam rangka persaingan untuk mencapai tujuan. Faktor kekuatan mencerminkan
apa yang telah berjalan dengan baik, sedangkan faktor kelemahan memberikan
gambaran aspek yang membutuhkan perbaikan untuk memperbaiki kinerja dan

mengurangi resiko.

Matriks SWOT digunakan untuk menetapkan strategi organisasi. Matriks SWOT
menghasilkan alternatif strategi dengan mencocokkan faktor eksternal kunci
berupa peluang dan ancaman dengan faktor internal kunci yaitu kekuatan dan
kelemahan. Analisis lingkungan internal dan eksternal ini merupakan analisis
yang dilakukan untuk mengidentifikasi strategis yang mempengaruhi efektifitas
pendistribusian BBM Subsidi untuk nelayan. Matriks SWOT adalah alat yang
sangat penting untuk membantu dalam mengembangkan empat tipe strategi.
Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan
ancaman eksternal yang dihadapi organisasi yang disesuaikan dengan kekuatan
dan kelemahan yang dimilikinya.  Matriks ini dapat menghasilkan 4 sel
kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan
strategi S-T seperti yang dimuat pada Tabel 5.

Rangkuti (2005) menjabarkan matriks SWOT dapat diperoleh dengan 4 alternatif
strategi, yaitu:
1. Strategi SO (Strength — Opportunities)

Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mengambil peluang
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Strategi ST (Strength — Treath)

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman
Strategi WO (Weakness — Opportunites)

Memanfaatkan peluang dengan meminimalisir kelemahan
Strategi WT (Strength Treath)

Meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel. 5. Matriks Analisis SWOT

Internal STRENGTH -S WEAKNESS - W
Eksternal Faktor-faktor Kekuatan Faktor-faktor Kelemahan
OPPORTUNITIES -0 STRATEGI S-O STRATEGI W-O
Faktor-faktor Peluang Gunakan Kekuatan untuk  Atasi Kelemahan dengan
memanfaatkan Peluang memanfaatkan Peluang
THREATS-T STRATEGI S-T STRATEGI W-T
Faktor-faktor Ancaman Gunakan Kekuatan untuk Meminimalkan
menghindari Ancaman Kelemahan dan

menghindari Ancaman

Sumber: Rangkuti, 2005.

Langkah-langkah dalam analisis SWOT untuk menyusun strategi dalam

pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan yang dilakukan adalah:

1.

Mengumpulkan data dan informasi hasil wawancara, observasi terlibat, Focus
Group Disscusion (FGD), dan studi dokumentasi

Menentukan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dari sistem
pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di Kelurahan Kangkung, Kota
Bandar Lampung

Menentukan faktor-faktor eksternal (peluang dan hambatan) dari sistem
pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di Kelurahan Kangkung, Kota
Bandar Lampung

Menentukan peta posisi kekuatan SWOT (grand strategy) dengan EFAS
(External Factor Analysis Strategy) dan IFAS (Internal Factor Analysis
Strategy)
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5. Menentukan strategi sistem pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan di
Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung agar dapat terdistribusikan

secara tepat.

Untuk menentukan peta posisi kekuatan SWOT (grand strategy) maka diperlukan
penyusunan matriks  EFAS (External Factor Analysis Strategy) dengan
melakukan pembobotan dan rating pada faktor eksternal (Peluang dan Ancaman).
Demikian juga pembobotan dan rating dilakukan terhadap faktor internal IFAS
(Internal Factor Analysis Strategy.

Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) dan

Eksternal (EFAS) seperti tertera pada tabel 6 dan 7:

a. Menentukan faktor-faktor yang menjadi IFAS dan EFAS dalam
pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan

b. Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari
1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-
faktor tersebut terhadap posisi strategis. Semua bobot tersebut jumlahnya
tidak boleh melebihi skor total 1,00.

c. Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut kemudian diberi rating atau
tingkatan yang menandakan nilai dukungan pengaruh masing-masing faktor
dalam pencapaian tujuan pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan dalam
jangka waktu pendek. Faktor variabel yang bersifat positif (semua variabel
yang masuk kategori kekuatan atau peluang) diberi nilai mulai dari +1 sampai
dengan +4 (sangat berpengaruh). Kemudian dibandingkan dengan rata-rata
variabel yang bersifat negatif (kelemahan atau ancaman) juga diberikan nilai
+1 sampai dengan +4 (sangat berpengaruh). Skala untuk pemberian rating
dimulai dengan rating 4 (sangat berpengaruh), 3 (berpengaruh), 2 (kurang
berpengaruh), dan 1 (tidak berpengaruh) (Yatminiwati, 2019)

d. Bobot dan rating akan menentukan skor atau nilai dukungan terhadap
pencapaian tujuan. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada
kolom 3, untuk memperoleh nilai yang diterakan pada kolom 4 untuk
memperoleh total skor total.

e. Kolom 5 digunakan untuk memberikan keterangan atau catatan mengapa
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faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.

f. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (yang
selanjutnya menjadi nilai/titik pada sumbu X) dan pengurangan total faktor O
dengan T (yang selanjutnya menjadi nilai/titik pada sumbu Y)

g. Menghubungkan titik pada sumbu X dan Y menjadi titik koordinat peta posisi
organisasi. Berdasarkan peta posisi ini, maka dapat ditentukan strategi apa
yang dapat dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan pendistribusian BBM
subsidi untuk nelayan di Kelurahan kangkung agar dapat terdistribusi secara
tepat (Gambar 6. Grafik Kuadran Strategi pada Analisa SWOT)

Untuk menentukan bobot dan rating dari masing-masing startegi internal dan

eksternal, dilakukan oleh expert judgement atau seorang ahli/pakar di bidang

kebijakan publik. Expert judgement dilibatkan dalam penilaian karena faktor
internal seringkali sulit diukur secara objektif dan faktor eksternal bersifat
kompleks, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan
yang diterapkan. Ahli/pakar diharapkan dapat menganalisis faktor internal dan

eksternal lebih akurat dan relevan.

Tabel 6. Faktor Strategi Internal (IFAS)

Rating

No Faktor Strategi Internal Bobot (Nilai 1 sd 4)

Bobot x Rating  Keterangan

I Kekuatan (S)
1.
2.
3.
4. dan seterusnya
Jumlah Kekuatan (Jumlah 1 - 4)

I Kelemahan (W)
1.
2.
3.
4. dan seterusnya
Jumlah Kelemahan (Jumlah 1 - 4)

Kekuatan + Kelemahan 1,00

Jumlah kekuatan (-)
Sumbu X Jumlah Kelemahan
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Keterangan:

Penilaian pada bobot:

0,0 (tidak penting) — 1,0 (paling penting)
Penilaian pada rating:

Penilaian pada rating:

1,0 (tidak berpengarun ) —— 4,0 (sangat berpengaruh)

Tabel 7. Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

Rating Bobot x

No Faktor Strategi Eksternal Bobot (Nilai 1 sd 4) Rating

Keterangan

I Peluang (O)
1.
2.
3.
4. dan seterusnya
Jumlah Peluang (Jumlah 1 -4)

Il Ancaman (T)
1.
2.
3.
4. dan seterusnya
Jumlah Ancaman (Jumlah 1 - 4)

Peluang + Ancaman 1,00
Sumbu Y Jumlah peluang (-) Jumlah ancaman

Keterangan:

Penilaian pada bobot:

0,0 (tidak penting) — > 1,0 (paling penting)
Penilaian pada rating:

Penilaian pada rating:

1,0 (tidak berpengarun ) —— 4,0 (sangat berpengaruh)

Kuadran strategi analisa SWOT terbagi dalam 4 kuadran berdasarkan letak
posisinya terhadap faktor internal dan eksternal, yaitu: kuadran 1 (mendukung
strategi agresif), kuadran 2 (mendukung strategi disversifikasi), kuadran 3

(mendukung strategi turn around), dan kuadran 4 (mendukung strategi defensive).
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Gambar 6. Grafik Kuadran Strategi pada Analisa SWOT
Sumber: Rangkuti, 2005

Keterangan:

a.

Kuadran |

Merupakan situasi yang menguntungkan bagi kebijakan tersebut memiliki
peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.
Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung
kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy)

Kuadran 11

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kebijakan ini masih memiliki
kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan
strategi diversifikasi

Kuadran 111

Kebijakan menghadapi peluang yang sangat, tetapi di lain pihak menghadapi
beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi kebijakan ini adalah
meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang
yang lebih baik

Kuadran 1V

Posisi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, kebijakan
tersebut menghadapi berbagai ancaman dari luar dan kelemahan internal.
Sehingga strategi yang diterapkan adalah meminimalkan kelemahan dan

menghindari ancaman.



IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Kondisi Geografis

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Propinsi Lampung yang terletak di
Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Luas wilayah 197,22 km? terdiri
dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan
dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Bumi
Waras berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Teluk
Betung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan
dengan Kecamatan Kedamaian, Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk
Lampung, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panjang, Sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara. Kecamatan Bumi Waras
memiliki luas wilayah sebesar 4,53 Km2  Dengan luas wilayah tersebut
Kecamatan Bumi Waras terdiri dari 5 kelurahan yaitu : 1. Kangkung 2. Bumi
Waras 3. Bumi Raya 4. Sukaraja 5. Garuntang (BPS Kota Bandar Lampung,
2023).

Sarana pendukung sektor perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Tempat Pelelangan lkan (TPI) sebanyak 3
unit, yaitu Kawasan Lempasing, Lempasing Kota Bandar Lampung, dan TPI
Ujung Bom, 2 (dua) unit SPBN di Lempasing (AKR dan Pertamina). TPl Ujung
Bom lebih sering disebut Gudang Lelang (BPS, 2024). Gudang Lelang terletak di
tepi laut, memiliki pelabuhan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah
difungsikan sejak abad ke-19. Nelayan melakukan aktivitas pelelangan ikan dan

dibeli oleh pedagang ikan untuk dijual secara eceran. Komoditas hasil tangkapan



40

bermacam-macam, yaitu berbagai jenis ikan pelagis dan demersal, udang, cumi

dan berbagai jenis lainnya (Munirwan, 2021).

4.2. Kondisi Demografi

Kecamatan Bumi Waras memiliki luas wilayah sebesar 4,53 km2. Dengan luas
wilayah tersebut Kecamatan Bumi Waras terdiri dari 5 kelurahan, salah satunya
Kelurahan Kangkung. administrasi pemerintahan Kecamatan Bumi Waras pada
tahun 2022 terdiri atas 5 kelurahan. Secara total, Kecamatan Bumi Waras terdiri
dari 12 Lingkungan (LK) dan 149 Rukun Tetangga (RT). Pengelola usaha
perikanan (RTP Perikanan) bidang usaha penangkapan ikan di Kota Bandar
Lampung berjumlah 1.322, yang sebagian besar tersebar di Kec. Teluk Betung
Timur (462 unit), Bumi Waras (381 unit), dan Kec. Panjang (402 unit), dan
sebagian kecil di beberapa kecamatan lainnya. Pada Tahun 2022 Semester 2,
penduduk kecamatan Bumi Waras berjumlah 58.349 jiwa dengan sex ratio yaitu
105,67 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk
perempuan. kepadatan penduduk paling besar terdapat di kelurahan kangkung
yakni 35.954 jiwa/km2 (BPS, 2023).

Shahab (2019) menyatakan bahwa Gudang Lelang secara administratif terletak di
Lingkungan 11, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar
Lampung. Pasar Gudang Lelang dikelola oleh KUD Mina Jaya. KUD disahkan
dalam badan hukum sebagai koperasi sejak tahun 1981. Mayoritas masyarakat di
Gudang Lelang bermata pencaharian sebagai nelayan aktif. Nelayan aktif adalah
nelayan yang setiap harinya pergi melaut seperti nelayan buruh yang setiap
harinya mereka menangkap ikan di laut. Nelayan adalah orang yang secara aktif
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan penangkapan ikan di laut. BPS (2023)
menginformasikan jenis ikan laut yang didapat dari perairan di Bandar Lampung
sangat beragam. Dari sekian banyak jenis ikan laut yang berhasil ditangkap di
perairan Bandar Lampung, teri menjadi varietas terbesar hingga mencapai 376
ton. Menyusul ikan tongkol dan kurisi di posisi kedua dan ketiga dengan total

produksi masing-masing 136 dan 165 ton.
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Jumlah nelayan di Kelurahan Kangkung vyang terdaftar pada laman
satudata.kkp.go.id pada tahun 2023 sebanyak 709 orang. Penduduk yang
berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Kangkung paling besar jumlahnya
dibandingkan kelurahan yang berada di pesisir lainnya di Kota Bandar Lampung.
Tidak semua nelayan memiliki kapal penangkap ikan, sebagian besar bekerja
sebagai buruh nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) (Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Bandar Lampung, 2023).

4.3. Kondisi Sumber Daya Perikanan

Kota Bandar Lampung secara geografis memiliki garis pantai sepanjang 27,01
km. Meskipun saat ini wilayah laut dalam pengelolaan pemerintah provinsi
Lampung, cakupan luas perairan laut di sekitar Kota Bandar Lampung mencapai
kurang lebih 48,72 km?. Potensi ini menjadi pendorong sebagian penduduk
pesisir Kota Bandar Lampung memilih nelayan sebagai profesi sehari-hari. Data
jumlah kapal nelayan kecil di Kota Bandar Lampung (https://statistik.kkp.go.id).
dengan kapal motor tempel sebanyak 267 unit, kapal motor 1 — 5 GT 118 unit,
dan kapal motor 5 — 10 GT sebanyak 122 unit, kapal motor 10 — 20 sebanyak 109
unit, dan kapal motor 20 - 30 GT sebanyak 90 unit di tahun 2023. Kapal-kapal
nelayan tersebut seluruhnya beroperasional di WPP-RI-572.

Sarana pendukung sektor perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 3
unit, yaitu Kawasan Lempasing, Lempasing Kota Bandar Lampung, dan TPI
Ujung Bom, 2 (dua) unit SPBN di Lempasing (AKR dan Pertamina). Kecamatan
Bumi Waras memiliki luas wilayah sebesar 4,53 km2. Dengan luas wilayah
tersebut Kecamatan Bumi Waras terdiri dari 5 kelurahan, salah satunya Kelurahan
Kangkung (BPS, 2023). Pengelola usaha perikanan (RTP Perikanan) bidang usaha
penangkapan ikan di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.322, yang sebagian besar
tersebar di Kec. Teluk Betung Timur (462 unit), Bumi Waras (381 unit), dan Kec.
Panjang (402 unit), dan sebagian kecil di beberapa kecamatan lainnya (BPS,
2023).
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Tabel 8. Jumlah Kapal dan Jenis Alat Tangkap Penangkapan di Laut
di Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No Kapasitas Kapal Jenis Alat Tangkap Jumlah
(GT) (Unit)
1 1-5GT Bagan Berperahu 23
Bagan Tancap 7
Bubu 30
Jaring Insang Kombinasi Dengan
Trammel Net 20
Pancing Ulur 3
Payang 35
Jumlah1-5GT 118
2 5-10GT Bagan Berperahu 12
Bubu 37
Dogol 13
Jaring Insang Kombinasi Dengan
Trammel Net 1
Pancing Berjoran 8
Payang 46
Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu
Kapal 1
Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu
Kapal 4
Jumlah 5 - 10 GT 122
3 10-20GT Bagan Berperahu 22
Bagan Tancap 1
Bubu 12
Dogol 13
Pancing Berjoran 8
Payang 52
Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu
Kapal 1
Jumlah 10-20 GT 109
4 20-30 Bagan Berperahu 79
Cantrang 9
Pancing Ulur 2
Jumlah 20-30 GT 90
Jumlah 1-30 GT 439

Sumber: statistik.kkp.go.id

Kelurahan Kangkung merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bumi Waras
dengan luas wilayah hanya mencakup 9% dari luas kecamatan, namun memiliki
kepadatan penduduk tertinggi mencapai 35.954 penduduk/km?. Jumlah penduduk
di Kangkung mendominasi 25% dari jumlah penduduk di Kecamatan Bumi Waras
(BPS, 2023). Jumlah nelayan Kangkung vyang terdaftar di website
satudata.kkp.go.id berjumlah 709 orang yang terdiri dari nelayan pemilik dan

nelayan buruh atau anak buah kapal (ABK). Jumlah nelayan di Kelurahan
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Kangkung yang terdaftar pada laman satudata.kkp.go.id pada tahun 2023
sebanyak 709 orang. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan
Kangkung paling besar jumlahnya dibandingkan kelurahan yang berada di pesisir
lainnya di Kota Bandar Lampung. Tidak semua nelayan memiliki kapal
penangkap ikan, sebagian besar bekerja sebagai buruh nelayan atau Anak Buah
Kapal (ABK) (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2023).

TPI Ujung Bom lebih sering disebut Gudang Lelang (BPS, 2024). Gudang Lelang
terletak di tepi laut, memiliki pelabuhan sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
yang sudah difungsikan sejak abad ke-19. Nelayan melakukan aktivitas
pelelangan ikan dan dibeli oleh pedagang ikan untuk dijual secara eceran.
Komoditas hasil tangkapan bermacam-macam, yaitu berbagai jenis ikan pelagis

dan demersal, udang, cumi dan berbagai jenis lainnya (Munirwan, 2021).

Shahab (2019) menyatakan bahwa Gudang Lelang secara administratif terletak di
Lingkungan 1ll, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar
Lampung. Pasar Gudang Lelang dikelola oleh KUD Mina Jaya. KUD disahkan
dalam badan hukum sebagai koperasi sejak tahun 1981. Mayoritas masyarakat di
Gudang Lelang bermata pencaharian sebagai nelayan aktif. Nelayan aktif adalah
nelayan yang setiap harinya pergi melaut seperti nelayan buruh yang setiap
harinya mereka menangkap ikan di laut. Nelayan adalah orang yang secara aktif
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan penangkapan ikan di laut. BPS (2023)
menginformasikan jenis ikan laut yang didapat dari perairan di Bandar Lampung
sangat beragam. Dari sekian banyak jenis ikan laut yang berhasil ditangkap di
perairan Bandar Lampung, teri menjadi varietas terbesar hingga mencapai 376
ton. Menyusul ikan tongkol dan kurisi di posisi kedua dan ketiga dengan total
produksi masing-masing 136 dan 165 ton.

Salah satu permasalahan yang dialami nelayan Kelurahan Kangkung adanya
kesulitan mendapatkan BBM subsidi untuk operasional usaha penangkapan ikan.
Tentu saja hal ini menjadi kendala yang sangat berarti mengingat bahan bakar

minyak merupakan komponen utama biaya operasional nelayan yang mencapai
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40% — 65% dari total biaya. Jenis BBM yang digunakan oleh kapal 1-3 GT vyaitu
jenis Pertalite walaupun ada sebagian yang menggunakan solar. Sedangkan kapal
3-10 GT umumnya menggunakan bahan bakar minyak Tertentu atau Solar.
Yuliarti et al., (2023) menginformasikan bahwa selain dari kapasitas kapal,
besarnya kebutuhan BBM dipengaruhi oleh jarak dari tempat pendaratan ke
daerah penangkapan ikan atau jauhnya daerah perairan yang dijelajahi.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Bandar Lampung
terdapat 2 unit, yaitu 1 unit yang dikelola olehn PT PERTAMINA dan 1 unit
dikelola oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR). Kedua stasiun berada di Lempasing,
Kelurahan Way Tataan, Kec. Teluk Betung Timur, dengan lokasi terpisah. SPBN
PT PERTAMINA dibangun di kawasan UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing
Provinsi Lampung, sedangkan PT AKR terletak di Dermaga PPI Lempasing Kota
Bandar Lampung. Kedua SPBN tersebut dapat dikatakan terkonsentrasi di satu
titik dan keduanya menyediakan BBM solar.  Kapal-kapal nelayan yang
mendaratkan hasil tangkapannya di TPl gudang lelang Kelurahan Kangkung

umumnya melakukan pengisian di kedua SPBN tersebut.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1.

Pendistribusian BBM subsidi bagi usaha nelayan Kelurahan Kangkung masih
belum merata. BBM solar subsidi dapat diakses pembeliannya dengan lebih
mudah dibandingkan dengan BBM pertalite. BBM solar tersedia pada SPBN
yang dikelola PT Pertamina dan PT AKR. Akses pembelian solar oleh
nelayan masih terdapat kendala persyaratan administrasi berupa dokumen-
dokumen kapal. Peraturan yang diterbitkan pemerintah cukup mendukung
dan memihak usaha penangkapan ikan, namun masih sulit diimplementasikan
nelayan, terutama  dalam pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan.
Kebijakan regulasi yang sedang berjalan memerlukan penyempurnaan agar
dapat mempermudah kepentingan nelayan dan pemerintah, termasuk
mengakomodir fungsi-fungsi pengawasan.

Policy Implementation Mapping menunjukkan bahwa stakeholder secara
keseluruhan mendukung implementasi kebijakan pendistribusian BBM
subsidi bagi nelayan dan tidak ada pihak yang menolak. Stakeholder utama
dalam pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan adalah nelayan dan badan
usaha (PT Pertamina Patra Niaga), dan Penyalur (SPBN Pertamina dan
AKR). Stakeholder pendukungnya adalah BPH Migas, DKP Kota Bandar
Lampung, Kantor KSOP dan KUD Mina Jaya. Stakeholder player pada
pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan yaitu, BPH Migas dan Badan
Usaha (PT Pertamina Patra Niaga, SPBN PT Pertamina, dan SPBN PT AKR).
Rekomendasi yang diberikan pada stakeholder ini adalah kolaborasi

membangun kemitraaan yang strategi, penyediaan sumber daya dan perangkat



96

teknis, membangun komunikasi yang aktif, terbuka, transparan, menerapkan
konsep reward and punishment, serta pemantauan, pengawasan daan
evaluasi.

3. Hasil analisis SWOT terhadap instansi DKP Kota Bandar Lampung
menunjukkan bahwa peta posisi kuadran terletak pada kuadran 1 vyaitu
mendukung strategi agresif. Adanya penerapan strategi agresif, melalui
kekuatan yang ada pada dinas saat ini, dapat mewujudkan pencapaian
penyelenggaraan pendistribusian BBM subsidi secara tepat di Kota Bandar

Lampung.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1. Nelayan kecil di Kelurahan Kangkung lemah dalam memenuhi dokumen
persyaratan untuk mengakses BBM. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat
bekerja sama dengan instansi terkait menyediakan fasilitasi pelayanan
dokumen persyaratan tersebut di lokasi sentra nelayan.

2. DKP Kota Bandar Lampung sudah sangat perlu untuk melakukan kerjasama
dengan pihak SPBU untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan jenis pertalite
yang masih sulit diakses dan BBM solar bagi nelayan yang tidak berada di
sekitar SPBN.

3. DKP Kota Bandar Lampung dapat memulai koordinasi dengan KKP untuk
menjajaki kemungkinan menyelenggarakan pengukuran kapal perikanan
dengan menggunakan personil KKP di daerah untuk wilayah Kota Bandar
Lampung. Kemungkinan lain yang dapat dipertimbangkan yaitu
menggunakan SDM PNS pemerintah setempat untuk diperbantukan dalam
tugas dimaksud.

4. Berdasarkan kinerja SPBN PT AKR yang masih rendah dalam pelayanannya
kepada nelayan, maka PT AKR perlu untuk mengevaluasi secara berkala dan

berkelanjutan terhadap strategi pelayanan pendistribusian BBM, strategi
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pemasaran, terutama evaluasi kepuasan pelanggan yang dalam hal ini adalah
nelayan, serta kualitas BBM yang disediakan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat bekerjasama dengan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memfasilitasi nelayan
untuk pengadaan bahan bakar alternatif yang lebih ekonomis dan ramah
lingkungan pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).
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